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DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA: 

1. BW 

2. HIR 

3. UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman 

4. UU No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum 

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP 

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai 

7. Perma No. 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 

8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 
2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di 
Pengadilan secara Elektronik 

9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 
2022 Tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan 
Persidangan Kasasi dan PK di Mahkamah Agung secara Elektronik 

10. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 
2022 Tentang Perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 
Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan 
secara Elektronik. 

11. Perma No 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan 
Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan 

12. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan 
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 

13. Permenpan Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar 
Pelayanan 

14. SEMA No 1 Tahun 2023 Tentang Panggilan/Pemberitahuan 
melalui Surat Tercatat 

15. SEMA Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di 
Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) 
Lingkungan Peradilan 

16. SEMA Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara 

17. SK KMA Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan 
Peradilan 

18. SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis 
Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, 
dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik 

19. Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi 
Peradilan 

20. SK Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang 
Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP) pada 
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo. Surat Keputusan 
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 
3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat 
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 
77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan 

1. S2 
2. S1 
3. SMU Sederajat 
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terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan 
Negeri 

21. Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum Nomor 
21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 Tentang Pembaruan SOP 
Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri 

22. Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum Nomor 
52/DJU/SK/HK.006/5/2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perma 
No 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum 
Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan 

23. Surat Dirjen Badilum Nomor 613/DJU/PS.01/6/2020 hal Pedoman 
Kepatuhan Pemberitahuan Pengembalian Sisa Panjar Biaya 
Perkara 

24. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 
486/DJU/HM.02.3/4/2021 Hal: Pengawasan, Pengendalian, 
Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara 

25. Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang 
Optimalisasi Layanan Hukum Pembebasan Biaya Perkara 
(Prodeo) 

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN: 

1. SOP Kepaniteraan Perdata 

2. SOP Keuangan Perkara 

Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer, Printer, Dokumen 
Pendukung 

PERINGATAN/CATATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN: 

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan cepat tidak akan 
tercapai 

Ecourt, SIPP, Jurnal Keuangan Perkara Perdata 
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No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku 
Pengguna/ 

pihak 
Kasir Panmud Panitera/ 

Sekretaris 
KPN Persyaratan/ 

perlengkapan 
Waktu Output 

1 Pengguna/Pihak 
mengajukan permohonan 
pembebasan biaya 
perkara kepada KPN  

     Surat 
Permohonan
, KTP, KK, 
SKTM, Surat 
Tunjangan 
Sosial 
lainnya 

1 hari Permohonan 
yang sudah 
lengkap 

2 Panmud Perdata meneliti 
kelengkapan permohonan 
dan membuat draft 
penetapan  

     Surat 
Permohonan
, KTP, KK, 
SKTM, Surat 
Tunjangan 
Sosial 
lainnya 

Draft 
penetapan 
 

3 Draft penetapan diajukan 
ke panitera untuk 
dipertimbangkan 

     Draft 
Penetapan 
pembebasan 
biaya 
perkara 

Draft 
penetapan 
diparaf 

4 Draft penetapan diajukan 
ke KPN untuk 
ditandatangani 

     Draft 
Penetapan 
pembebasan 
biaya 
perkara 

Penetapan 
sudah 
ditandatangani 

5 Kuasa Pengguna 
Anggaran membuat SK 
untuk membebankan biaya 
perkara kepada anggaran 
negara 

     Penetapan 
pembebasan 
biaya 
perkara 

SK KPA 
pembebanan 
biaya ke 
anggaran 
negara 
 

6 Pengguna melakukan 
pendaftaran perkara 
melalui ecourt dengan 
mengupload dokumen 
yang diperlukan 

     Surat 
permohonan
/ gugatan, 
kk, ktp, surat 
penetapan 
pembebasan 
biaya 
perkara dari 
KPN 

30 menit Notifikasi 
permohonan 
prodeo di akun 
SIPP KPN 

7 KPN melakukan verifikasi 
pembebanan biaya 
perkara (Prodeo) melalui 
Aplikasi SIPP 

     Notifikasi 
permohonan 
prodeo di 
akun SIPP 
KPN 

1 hari 
setelah 
Pemohon/ 
Penggugat 
mengajukan 
pendaftaran 
perkara 

Permohonan 
prodeo sudah 
diverifikasi di 
SIPP 

8 KPA melalui bendahara 
pengeluaran menyerahkan 
biaya ke kasir sesuai 
nominal yang muncul di 
Aplikasi ecourt 

     Permohonan 
prodeo 
sudah 
diverifikasi di 
SIPP 

Terdapat biaya 
untuk 
membayar 
panjar 

9 Kasir melalui aplikasi 
ecourt melakukan 
pembayaran sesuai 
nominal yang tertera pada 
kode VA (virtual account) 
yang muncul 

     Biaya untuk 
membayar 
panjar 
prodeo 

Panjar biaya 
perkara 
prodeo telah 
dibayar 

10 Meja I/ Kasir melakukan 
pendaftaran perkara 
prodeo DIPA 

     Panjar biaya 
perkara 
prodeo telah 
dibayar, 
Aplikasi 
Ecourt, SIPP 

Perkara 
prodeo telah 
terdaftar 

 

 



HISTORIS PERUBAHAN 

NO ISI PERUBAHAN TGL MULAI 
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